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Pendahuluan

Liberalisasi perdagangan inter
nasional, bagaimanapun argumentatifhya,
telahmenjadihal yangniscaya.Adalahhal
yangniscayapulajikaiamengimplikasikan
-semakin intensnya interaksi antar sistem
atau tradisi hukum, baik antar sistem atau

tradisi hukum nasionalperse maupun antar
sistem atau tradisi hukum dunia. Pada
gilirannya fenomena tersebut meng
implikasikan kebutuhanakanharmonisasi
hukum perdagangan internasional,
berdasarkan asumsi bahwa liberalisasi

perdagangan akan mengalami hambatan
jika aturan -mainnya semata-mata
diserahkan kepada masing-masing hukum
nasional atau masing-masingsistem hukum.'

Harmonisasi dalam konteks ini

dibutuhkan u'ntuk mengembangkan suatu

framework yang konsisten dalam
pengaturan perdagangan secara
internasional. Dua pendekatan .terhadap
harmonisasi hukum perdagangan
internasional akandigunakan dalam tulisan
ini: pendekatan nasional (national ap^
proach) danpendekatannon-nasional (non-
national approach).'^

Harmonisasi Hukum Perdagangan
Internasional

Pengertian

V Secara harfiah harmonisasi berasal

dari kata harmony (Iiiggris) yang berard

1 1).B.M.Cremades&S.L.Plehn," The New
Lex Mercatoria and the Haimonization of the Laws
of International Commercial Transactions",
University International LawJournal., Vol 2,1994,
hal. 321
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keselarasan, keserasian, kccocokan,
kesesuaian, ke.rukunan.^ Telah banyak
upaya yang dilakukan ahli hukum untuk
mendeskripsikan atau mendefihisikah
hannonisasi dalam pengertian hukum.
Meskipun rumusan yang mereka
kemukakan beivariasi, namun esensinya
mengarah kepada pengertian harfiah
tersebutdi muka. ReneDavidsebagaimana
dikutip oleh H. Patrick Glenn, misalnya,
mendeskripsikan hannonisasi hukum •
sebagai "...effectuating an understanding
of differing legal concepts".^ Sedangkan
MochtarKusumaatmadjamengilustrasikan
bahwa hannonisasi hukum mencakup
beberapalangkah: pertama, perbandingan;
kedua, penyesuaian atau penyerasian;
ketiga, penyamaan; dan keempat,
penyatuan.'^Dengan demikian hannonisasi
hukum (perdagangan internasional)
menunjukkan suatu aktivitas atau upaya
menyelaraskan, menyerasikan, men-
cocokan, menyesliaikan, menyeragamkan
dan menyatiikan hukum perdagangan
internasional.

Harmonisasi Hukum Perdagangan
Internasional

Pendekatan

Harmonisasi hukum perdagangan
intemasional tersebut dapat dilakukan
melalui dua pendekatan. Pertama,
pendekatan nasional (national approach)
yang bertujuan untuk membentuk hukum
perdag^ganhukum perdagangannasional
yang sama (uniform) atau identik antara
negara yang satu dengan negara lainnya.
Kedua, pendekatan non nasional (non-na
tional approach) yang bermaksud untuk
membangun rezim hukum perdagangan
tunggal yang otonom (Lex Mercatoria).
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Pendekatan Nasional '

Dalam kerangka pendekatan
nasional, harmonisasi dilakukan dengan
jalan perigadopsian hukum perdagangan
yangseragam oleh negara-negara.^Ada tiga
kemungkinan dalam melakukan
harmonisasi menurut pendekatan ini:
pertama, negara-negara, melalui peijanjian
intemasional (treaty), secara timbal balik
dapat mengikatkan diri pada hukum
perdagangan-hukum perdagangan yang
seragam; kedua, negara-negara, secara
sendiri-sendiri, dapat mengadopsi "model
laws" yang dirancang oleh organisasi-
organisasi intemasional; dan ketiga,negara-
negara secara independen dapat menguji
praktek-praktekperdagangan intemasiond
sebagai pedoman substantil bersama
dalam mengimplementasikan hukum
perdagangan-hukum perdagangan mereka
masing-masing.

1. Perjanjian-perjanjian Internasional
Harmonisasi hukum perdagangan

intemasional melalui perjanjian-peijanjian
intemasional dianggap merupakan metode

2).J.M.Echols&H. Shadily,Kamuslnggris
Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
1993, hal 290

3). H.P. Glenn, Harmonization of Private
Law Rules Between Civil and Common Law Juris

dictions, Makalah disampaikan pada " The Xlllth
Intemational.Congress of Comparative Law", Mon
treal, Agustus 1990, hal. 1

4). M. Kusumaatmadja, " Harmonisasi
Hukum Neg^a-negaraASEANdalamRangkaAFTA
danHarmonisasi Hukum Perdagangan Intemasional
padaUmumnya",y«r/uz///«Aum,No.l Vol. 1,1994,
hal. 55

' 5). Pendekatan nasional sangat dipengaruhi
oleh teori hukum intemasional klasik bahwa hanya
negera-negaralah yang menjadi subyek hukum
intemasional,danhanyanegara-negara]ahyangdapat
membuat hukum.
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harmonisasi yang cukup efektif. Hal ini
•karena ketentuan-ketentuan dalam

perjanjian internasional mengikat para
pihakdalarh peijanjiantersebuL Disamping
itu, dalam banyak negara, ratifikasi
peijanjian internasional secara otomatis
ihengintegrasikan seluruh ketentuan
peijanjian internasional ke dalam hukum
nasionalnya masing-masing. Oleh karena
itu ketentuan-ketentuan hukum perjanjian
internasional mengikat balk secara
internasional maupun nasional, dan oleh
karena itu pula keseragaman dapat dicapai
dengan meyakinkan.

Namun sayang, hanya beberapa
perjanjian internasional yang mengatur
perdagangan internasional saja yang telah
diratifikasi secara luas oleh negara-negara.
Negara-negara dengan perbedaan tingkat
perkembangan dan perbedaan kebijakan

•ekonomi jarang sekali mencapai
kesepakatan terhadap muatan peijanjian-
perjanjian yang dimaksudkan.

2. Model Laws

Harmonisasi hukum perdagangan
internasional melalui Model Laws

dilakukan dengan cara pembuat'an
rancangan-rancangan hukum yang
dianggap cocok urituk mengatur
perdagangan internasional dan dapat
diterima oleh negara-negara. Model Laws
biasanya dirancang oleh kelompok-
kelompok keija yang terdiri dari ahli-ahli
hukum danperdagangandari seluruh dunia.
Kelompok-kelompokkeijatecsebutberada
di bawah naungan lembaga-lembaga
(intemasional) permanen yang aktivitas-
aktivitasnyaditujukankepadaperancangan
Model Laws.^ Diantara lembagaTlembaga
tersebut, UNGITRAL merupakan suatu

lembaga yang paling berpengaruh, yang
aktivitasnya selain membuat rancangan-
rancangan hukum juga secara umum
ditujukan kepada harmonisasi hukum
perdagangan intemasional, khususnya
dalam bidang-bidangpembayaranjualbeli.
pengangkutan dan arbitrase intemasional.

Harmonisasi hukum perdagangan
intemasional melalui proses Model laws
merupakan perpaduan antara harmonisasi
melalui perjanjian intemasional dengan
tindakan unilateral mumi negara-negara.
Meskipun Model Laws tidak mempunyai
kekuatan mengikat sebagaimana peijanjian
intemasional, tetapi melalui proses ini
harmonisasi hukum juga dapat dicapai
dengan efektif. Hal ini karenamelalui proses
ini akan dihasilkan rancangan-rancangan
(draft) yang substahsinya dapat diterima
secara luas, yang pada gilirarmya akan

-menghasilkankeseragaman hukum-hukum
perdagangan nasional yang mengatur
perdagangan intemasional.

3. Tindakan Unilateral Negara-negara
Harmonisasi hukum perdagangan

intemasional dapat juga dilakukan dengan.
cara mengkombinasikan praktek-praktek
perdagangan intemasional dengan
kebijakan-kebijakan domestik dalam

•membuat peraturan-peraluran hukum
perdagangan nasionalnya masing-masing.
Proses hamionisasi dilakukan oleh negara
masing-masing secara independcn tanpa"

6). Misalnya The United Nations Commis
sion on International Trade Law (UNGITRAL), The
International Institute for the Unifications ofPrivate

Law (UNIDROIT), The Haque Conference on Pri
vate Intemasitonal Law dan The Council for Mutual

Economic Assistance (CMEA)
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adanya keijasama antara negarayangsatu
dengan negara yang lainnya. Dengan
demikian keseragaman akansulit dicapai,
karenapengujianterhadappraktek-praktek
perdagangan intemasional dilakukan

. sendiri-sendiri yang tentusaja akansangat
bias oleh kepentingan-kepcntingan
negaranya masing-masing, Oleh karena itu
harmonisasi dengan cara ini merupakan
cara yang paling tidak efektif.

Pendekatan Non-Nasional: Lex Merca-
toria

Harmonisasi hukum perdagangan
intemasional dengan pendekatan non-
nasional dilakukan dengan caradelokalisasi
atau denasionalisasi hukum dan

mengembangkan Lex Mercatoria sebagai
altematif. ^

J.G. Castel mendefinisiican Lex.
Marcatoriasebagai"thecustomsor usages
of international trade, or the rules of law
that are common to all or most of the states

engaged in international trade or to those
thatconnectedwiththecontract"' Christoph
W.O. Stoecker, mengutip Goldman,'
memberikan batasari bahwa Lex Mercato

ria merupakan"a set ofgeneral principles,
andcustomary rulesspontaneously referred
to or elaborated in the framework of inter

national trade, without reference to a

particcular national system or laws".®
SedangkanOleLando memberikan definisi
Lex Mercatoria sebagai " Rules of law
which are common to all^ or most of the

Slates engaged in international trade or to
those State that are connected with the

dispute, and if not ascertainable, then the
rules which appear to be the most appro
priate and equitable"." Dari defmisi-defmisi
tersebut^dapat dikatakan bahwa prinsip-
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prinsip dan kebiasaan-kebiasaan yartg
diterima secara umiim dalam praktek
perdagangari intemasional tanpa menijuk
suatu sistem hukum nasional tertentu
merupakan Lex Mercatoria. Dengan
demikianLexMercatoriamerupakan suatu
sistem norma yang bersifat otonom, suatu
sistem norma yang berlaku di kalangan
masyarakat bisnis.

Adapun elemen-elemen Lex Mer
catoria melipuli:"
1. Peraturan-peraturanyangterdapatdalam

perjanjian-perjanjian intemasional
(treaties). .

2. .Hukum-hukum yang seragam (Uni-
fonnedLaws) seperti theUnited Nations
Convention on Contract for the Interna
tional Sales of Goods.

3. Prinsip-prinsip hukum umum yang
diakuioleh bangsa-bengsa pedagangdi
seluruh dunia,seperti prinsipi7<icrflSM/ir
servanda.

4. Resolusi-resolusi. '

5. Rekomendasi-rekomendasi dan kode-

kode perilaku yang dikeluarkan oleh •
. lembaga-lembaga international, seperti

UNCITRAL dan UNIDROIT.

6.* Kebiasaan-kebiasaan (the custorns and'
V usages) intemasional yang berlaku

7). J.G. Castel et al.. The Canadian Law and
Practice ofInternational Trade withParticular Em
phasisonExport andImport ofGoods andServices,
Emond Montomery Publications Limited, Toronto,
1991. hal. 115

8). C.W.O.Stoecker," The Lec Mercatoria:
To WhatExtent Does It Exist ? " JournalofInter
national Arbitration, Vol 7,1990, hal. 105

9). O. Lando, " The Lex Mercatoria in In
ternationalCommercial Arbitration",International
and ComparativeLawQuarterly, Vol. 34 1985, hal
747

10).J.G. Castel et al.-, supra no. 7
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dalam bidang perdagangan, misalnya
the Incoterms 1990, the Uniform Cus
toms and Practices for Documentary
Credits, dan juga kontrak-kontrak
standar yang telah diterima secara uni- •
versal.

7. Putusan-putusan arbitrase.

Nprma-norma'. yang dapat
dikategorikan sebagai Lex Mercatoria
diantarartya adalah sebagai berikut:"
1. Suatu prinsip umum bahwa kontrak-

kontrakdapatdilaksanakansecarap/'/mfl
facie jika dilakukan menurut prinsip
pacta sunt servanda.

2. Suatu kontrak harus dilaksanakan

dengan itikad baik.
3. Suatu kontrak yang dilakukan dengan

cara menyuap atau dengan cara-cara
Iain yang tidakjujur batal demi hukum,
atau, paling tidak, tidak dapat
dilaksanakan.

4. Jika dalam-pclaksanaan suatu kontrak
terdapat kesulitan-kesulitan yang tidak
dapat diduga sebelumnya, dengan.
iktikad baik hendaknya para pihak
melakukan' negosiasi untuk
mengatasinya, meskipun kontrak yang
bersangkutah mengandung klausula "no
revision".

5. Para pihak tidak diperkenankan untuk.
membuat syarat scpihak dalam kontrak
yang membebaskan dirinya dari
kewajiban.

6. Penggantian kerugian untuk
pelanggaran kontrak dibatasi hanya
sampai pada konsekuensi-konsekuensi
pelanggaran yang dapat dilihatl

7. Penggantian kerugian sebagai akibat
tidak dialihkannya ^barang
diperhitungkandenganmemperlihatkan

harga pasar dari baraiig yang
bersangkutan.

8. Pihak yang menderita kerugian akibat
pelanggaran kontrak harus mengambil
langkah-langkah yang wajar untuk
menuntutganti kerugian terhadap pihak
yang melanggar kontrak.

Konsep Lex Mercatoria sudah
dikenal sejak abad pertengahan, namun
sampai saat ini konsep ini masih
niengundang kontroVersi. Di satu pihak
ada yang meragukan konsep tersebut, dan
dipihaklainadayangmendukungnya.Pihak
pertama mempertanyakan apakah Lex
Mercatoria benar-benar merupakan
hukum.'^ Dengan kalimatlain, apakah Lex
Mercatoriabenar-benareksis sebagai suatu
sistem norma? Keraguan seperti ini
didasarkan pada sulitnya aksesibilitas atau
penerapan umum, lemahnya otprisasi dan
konsistensi, relatifnya prediktabilitas dan
ukuran keadilan.

Bagi para pendukungnya, Lex Mer
catoria tidak meragukan lagi merupakan
hukum yangeksis dan diakui sebagai sistem
nonna yarigotonom oleh masyarakat bisnis
dan oleh kekuasaannegara. ^

Melihat praktek-praktek transaksi
perdagangan internasional yarig ada,
eksistensiLexMercatoriasebenamyasudah
tidak perlu diragukan lagi. Sebagai bukti
bahwaia meihangbenar-benareksis dapat
dilihat dari kontrak-kontrak dagang

11).T.R.H.L.J. Mustill, "The New Lex Mer
catoria : The First Twenty five Years ", Arbitration
International, hal. 110-114

12). Pertanyaan serupa juga pernah
dialamatkankepadahukum internasional publik, yang
terutamaberkisarpadaketiadaahalatpemaksa untuk
penegakannya.
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intemasional yang baik secara eksplisit
maupunimplisitmengandungklausulayang
menunjukkan pemakai^ Lex Mercatoria.
Demikianjugadalam arbitraseperdagangan
intemasional.'^ Bahkan, dengan
bermunculannya blok-blok perdagangan
regional,dan denganditandatangani serta
diratifikasinya" TheFinalActEmbodying
the Results of the Uruguay Round of
Multilateral Trade Negotiations" 'oleh
banyak negara, Lex Mercatoria akan
semakin eksis.

Hannonisasi hukum perdagangan
intemasionalmelaluiLex Mercatoriahemat •
penulis, merup^an .hannonisasi yang pal
ingideal,karenanorma-normahukum yang
dihasilkan merupakan sintesa dari berbagai
macamnoimayangmengaiurperdagangan
intemasional.Karena iamerupakansintesa,
norma-norma yang dihasilkannya pun
merupakan nonna-norma terbaik, dan oleh
karena itu pula akan lebih mencerminkan
nilai-nilai keadllan yang lebih universal,
setidaknya nilai-nilai keadilan bagi yang
terlibat dalam perdagangan intemasional.
Dengan demikian akan berarti meratakan
jalan menuju harmonisasi -hukum yang
paling sempuma, yaitu unifikasi. '

Penutup
Pendekatan mana pun yang

digunakan, baik pendekatan nasional
maupun non-nasional akan berarti makin

memperkuat Lex Mercatoria yang
diasumsikan sebagai hukum altematifyang
harmonis dalam mengatur perdagangan
intemasional. Hal ini didasarkan pada

•pemikiran b^wa saat ini Lex Mercatoria-
sangat tergantung pada keijasama' antar
negara. Dengan memperlu^ batas-batas
kebebasanberkontrak, negara-negara telah
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meningkatkan mang lingkup "commercial
self-regulation", yang pada gilirannya
membantu perkembangan Lex Mercatoria.
Lebihjauh, konvensi-konvensi multilateral
telah mengangkat prinsip-prinsip "party
autonbmy" pada level hukum intemasional.
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